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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai makhluk Allah yang diciptakan untuk beribadah, hendaklah
kita senantiasa untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh-Nya dan
menjauhi segala larangan-Nya, Dalam hal ini ibadah tidak hanya ditujukan
pada hubungan antara makhluk dengan Allah, akan tetapi ibadah vang juga
berdimensi sosial antara sesama manusia.

Salah satu perintah Allah yang diamanahkan kepada umatnya adalah
membelanjakan hartanya untuk kebaikan di jalan Allah. Hal ini berdasarkan

Firman Allah dalam Al-Qur’an:
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Artinya: Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebijakan (vang sempuma),

sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta Yang kamu cintai, Dan

apa sdja yang kamu nafkshkan maka sesungguhnya Allsh
mengetahuinya. (Q.S. Ali-‘Imran: 92).!

Berdasarkan ayat di atas, menafkahkan harta merupakan sesuatu yang

harus dilakukan dengan cara yang baik. Hal ini bertujuan agar manfaat dari

harta yang di nafkahkan tersebut dapat dirasakan lebih luas oleh orang lain.

! Departemen Agama RI, A/-Qur’an dan Terjemahannya, (Bandung: Penerbit Diponegoro,
2010), 62.



Terdapat banyak langkah yang bisa ditempuh oleh mereka yang hendak
menafkahkan hartanya. Salah satunya adalah dengan cara mewakafkan
hartanya.

Perwakafan sebagai salah satu bentuk realisasi ibadah dalam agama
Islam mempunyai manfaat yang begitu besar bagi orang yang mewakafkan
(waqif) maupun bagi masyarakat luas. Bagi orang yang mewakafkan hartanya
pahalanya akan terus mengalir meskipun dia meninggal dunia. Hal ini

berdasarkan hadis Rasulullah SAW:
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Artinya; Diceritakan oleh Yalya Ibnu Ayyub dan Qutaibah (yaitu [bnu Said
dan Ibnu Hajar, mereka berkata diceritakan Ismail bin Ja’far dari
Ala’ dari bapaknya dari Abu Hurairah: Sesungguhnya Rosulullah
SAW bersabda (Apabila anak Adam (manusia) meninggal dunia
maka putuslah amalnya, kecuali tiga perkara; shodagah jariyab, ilmu
yang bermanfaat dan anak sholeh yang selalu mendoakan kedua
orang tuanya. (HR. Mi uslim).

Hadis di atas menerangkan bahwa dengan adanya kematian maka

segala amalan di dunia akan terputus kecuali tiga amalan, yaitu shadaqah

2 Muslim bin Hujjaj al-Qusyairy, Sahih Muslim, Juz 111, (Beirut: Dar Thyai al-Turas al-
Arabiy, 1954), 1255.



jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak shaleh yang selalu mendoakan kedua
orang tuanya. Sedangkan salah satu pengertian dari shadaqoh jariyah, para
ulama mengartikannya sebagai wakaf,

Menurut Abu Hanifah, wakaf adalah menahan suatu benda yang
menurut hukum, tetap milik si wagif dalam rangka mempergunakan
manfaatnya untuk kebajikan.’ Berdasarkan rumusan tersebut menunjukkan
bahwa filosofis pensyari’atan wakaf bertujuan untuk memberikan alternatif
kehidupan sosial lebih baik kepada mauqiif “alaik (penerima wakaf).*

Namun sering kali perwakafan juga meninggalkan banyak
problematika, mulai dari belum bersertifikatnya harta wakaf, adanya gugatan
dari ahli waris, hingga tidak berfungsinya nazir secara maksimal. Padahal nazjr
yang memegang peranan penting dalam mengelola, mengembangkan,
mengawasi, dan melindungi harta wakaf.

Dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004, nazir memiliki arti
pihak yang menerima harta benda wakaf dari wagif untuk dikelola dan
dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.” Adapun pengertian nazir dalam
Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah pihak yang menerima harta benda

wakaf dari wagif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan

’ Wahbah Zuhayly, Al-Figh al-Islami wa Adillatubi Juz 10, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), 7599.
4 Sayyid Sabig, Figh al-Sunnah juz ITI, (Beirut: Dar al- Fikr, 2006), 980.
> Pasal 1 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.



peruntukannya dan bertugas mengurus serta memelihara benda wakaf. Sama
halnya dengan wagif; nazir meliputi perorangan, organisasi dan badan hukum.b
Kehadiran nazir sebagai pihak yang diberikan kepercayaan dalam
pengelolaan harta wakaf sangatlah penting, sehingga berfungsi tidaknya benda
wakaf tergantung dari nazir itu sendiri. Oleh karena itu, sebagai instrument
terpenting dalam perwakafan, nazir harus memenuhi Syarat-syarat yang
memungknikan agar wakaf bisa diberdayakan sebagaimana semestinya.’
Sedangkan dalam Undang-undang wakaf Nomor 41 Tahun 2004 Pasal
11 disebut tugas nazir adalah:
a. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf
b. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan
tujuan, fungsi dan peruntukannya
¢. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf
d. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia
Dari ketentuan perundang-undangan tersebut maka dapat diketahui
bahwa dalam upaya meningkatkan, memelihara, mengembangkan, dan
mengawasi, diperlukan peran dari nazir. Jika hal tersebut tidak terpenuhi maka
tidak jarang harta wakaf tersebut dapat terbengkalai atau dikuasai oleh orang-
orang selain nazjr.
Jika kemudian ada nazir yang tidak mampu melaksanakan tugasnya

dengan baik ataupun meninggal dunia maka nazir tersebut dapat digantikan

® Jaih Mubarok, Wakaf Produktif; (Bandung: Simbiosa Rekagama Media, 2008), 154.

7 Ahmad Djunaidi, Menuju Era Wakaf Produktif Sebuah Upaya Progresif untuk
Kesejahteraan Umat, (Jakarta, Mitra Abadi Press, 2006), 54.



dengan nazir lainnya dengan mekanisme yang sudah ditentukan. Hal ini
berdasarkan Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 Pasal 45 yang berbunyi:

(1) Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, Nazhir
diberhentikan dan diganti dengan Nezhir lain apabila Nazhir yang
bersangkutan :

a. Meninggal dunia bagi Nazhir perseorangan;

b. Bubar atau dibubarkan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku untuk Nazhir organisasi atau
Nazhir badan hukum;

Atas permintaan sendiri;

Tidak melakukan tugas sebagai Nazhir dan / atau melanggar

ketentuan larangan dalam pengelolaan dan pengembangan harta

benda wakaf sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;

e. Dijatubi hukuman pidana oleh pengadilan yang telah mempunyai

kekuatan hukum tetap.

(2) Pemberhentian dan penggantian Nazhir sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan oleh Badan Wakaf Indonesia.

(3) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang dilakukan
Nazhir lain karena pemberhentian dan penggantian Nazhir, dilakukan
dengan tetap memperhatikan peruntukan harta benda wakaf yang
ditetapkan dan tujuan serta fungsi wakaf,

e

Salah satu kasus perwakafan dikarenakan tidak berfungsinya nazir
terjadi di Desa Bogem, Kecamatan Gurah, Kapubaten Kediri. Wakaf yang
dimaskud disini adalah wakaf masjid. Sebuah masjid yang seharusnya mampu
menjadi pemersatu umat Islam justru menjadi pemicu keretakan hubungan
antar keluarga. Bahkan pada zaman Rosulullah Muhammad SAW, masjid
merupakan pusat pembelajaran bagi umat Islam. Tidak hanya untuk beribadah
namun juga untuk membahas masalah strategi perang, pusat pembelajaran

agama, hingga membahas tentang permasalahan umat.



Masjid ini bernama masjid Basyaruddin, masjid yang diambil dari
pendirinya yaitu mbah Basyaruddin. Pada mulanya masjid ini dikelola oleh
kalangan keluarga. Namun setelah wafatnya mbah Basyaruddin mulai sering
terjadi perselesihan. Beliau meninggalkan ahli waris yaitu seorang istri dan 5
(lima) orang putra-putri. Diantara harta waris yang dibagikan, terjadi tarik ulur
terhadap kedudukan dan pengelolaan wakaf masjid Basyaruddin. Ada
perbedaan pandangan diantara ahli waris tentang kewarisan dan kedudukan
wakaf masjid Basyaruddin.

Kemudian untuk menyelesaikan perselisihan ini maka para ahli waris
tersebut bersepakat untuk mewakafkan masjid Basyaruddin kepada umat
muslim. Maka diangkatlah nazjr yang tidak hanya berasal dari lingkungan
keluarga namun juga dari lingkungan selain keluarga. Hal ini bertujuan untuk
menghindari perselisihan antar ahli waris. Akhirnya melalui musyawarah antar
keluarga mereka mengangkat salah seorang dari kelima orang tersebut unutk
menjadi perwakilan wagif

Nazir wakaf masjid ini berjumlah 5 (lima) orang, 3 (tiga) orang nazir
diangkat dari Pemerintah Desa. Sedangkan nazir dari pihak keluarga berjumlah
2 (dua) orang. Salah satunya adalah si wagif'yang merangkap menjadi nazir
tersebut yang bernama Sdr. Zainuddin.

Setelah terbentuk nazir, maka dilakukan ikrar wakaf di depan Pejabat

Pembuat Akta Ikrar Wakaf. Untuk kemudian diajukan ke Badan Pertanahan



Nasional agar mendapatkan sertifikat wakaf. Adapun sertifikat wakaf tersebut
dipegang Pemerintah Desa Bogem pada masa itu yang turut menjadi nazir®

Namun dalam perjalanannya, nazir tidak berfungsi dengan baik
sehingga timbul kembali penguasaan pengelolaan wakaf oleh keluarga. Hal ini
menyebabkan adanya kecemburuan dari pihak keluarga yang lain karena
mereka merasa terpinggirkan. Mereka merasa tidak dilibatkan dalam setiap
proses pengelolaan masjid Basyaruddin. Selain itu pemahaman keagamaan
antar ahli waris yang berbeda juga turut memicu adanya usaha perebutan
pengelolaan wakaf masjid ini dari keluarga lainnya tersebut. Dari sinilah
kemudian timbul perselisihan antar keluarga yaitu putra ahli waris.

Putra ahli waris yang merasa terpinggirkan menggunakan segala cara
agar dapat mengambil alih pengelolaan masjid Basyaruddin tersebut. Bahkan
saat ini sertifikat wakaf yang awalnya berada ditangan nazir dari Pemerintah
Desa, berpindah ke tangan putra ahli waris tersebut.’ Hal ini tentu patut
disayangkan mengingat bahwa masjid yang seharusnya mampu menjadi
perekat umat Islam justru menjadi bahan perpecahat antar keluarga.

Perselisihan ini terus berlangsung schingga berbagai upaya
perdamaian terus dilakukan. Mulai dari musyawarah tingkat Desa, hingga

musyawarah tingkat Muspika di Kecamatan. Selama proses penyelesaian

® Syamsu Dluha, Wawancara, Desa Bogem, 10 April 2012.
® Ibid,



sengketa ini segala kegiatan keagamaan di masjid Basyaruddin menjadi
terbengkalai. Oleh sebab itu, agar permasalahan sengketa pengelolaan masjid
Basyaruddin ini tidak berkepenjangan akhirnya pengelolaannya diserahkan
sepenuhnya kepada perangkat Pemerintah Desa.

Dengan adanya pengalihan pengelolaan masjid Basyaruddin kepada
Pemerintah Desa, maka secara otomatis Pemerintah Desa menjadi nazir yang
berkewajiban mengelola segala kegiatan di masjid, serta menggantikan nazir
yang terdahulu. Namun dalam proses pengalihan pengelolaan wakaf kepada
Pemerintah Desa tidak sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan dalam
Undang-undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 45 dengan penjelasan
Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006.

Oleh sebab itu dalam penelitian skripsi ini mengarah kepada tinjauan
Hukum Islam terhadap pengalihan pengelolaan masjid kepada Pemerintah
Desa. Adapun yang diteliti adalah sebab-sebab terjadinya pengalihan
pengelolaan masjid Basyaruddin serta prosedur yang ada.

Identifikasi dan Batasan masalah

Dari latar belakang masalah yang telah dijelaskan, kiranya dapat

diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:
1. Adanya salah soerang wagifyang merangkap sebagai nazir
2. Adanya perbedaan pemahaman keagamaan dilingkungan keluarga ahli

waris sehingga menyebabkan terjadinya perselisihan antar anggota



keluarga terhadap pengelolaan masjid.

3. Pengambilan sertifikat wakaf oleh putra ahli waris dari perangkat Desa,

4. Adanya pengalihan pengelolaan wakaf masjid Basyaruddin kepada
Pemerintah Desa.

5. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pengalihan tugas nazir kepada
Pemerintah Desa?

6. Bagaimana tinjauan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf
tethadap pengalihan tugas nazir kepada Pemerintah Desa

7. Bagaimana tinjauan PP No 42 Tahun 2006 tentang pengalihan tugas nazir
kepada Pemerintah Desa?

Dari identifikasi permasalahaun tersebut, penelitian ini membatasi
permasalahan pada pengalihan pengelolaan wakaf Masjid Basyaruddin kepada
Pemerintah Desa.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan i)atasan masalah yang telah
dijelaskan sebelumnya, dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut:
1. Bagaimana kasus pengalihan pengelolaan wakaf di Masjid Basyaruddin ke

Pemerintah Desa?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pengalihan pengelolaan wakaf

Masjid Basyaruddin kepada Pemerintah Desa?
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D. Kajian Pustaka

Saat ini banyak sekali terjadi sengketa yang berkaitan dengan harta
benda wakaf, baik itu dari segi pengelolaannya, hingga penarikan terhadap
harta benda wakaf. Berikut ini adalah beberapa skripsi yang membahas
tentang wakaf’,

Pertama, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penarikan Kembali
Pengelolaan Wakaf Mushallah Al-Ikhlas oleh Wagif di Jemurwonosari
Surabaya”.'” Dalam penulisan ini hal pokok permasalahan yang dibahas adalah
tentang alasan penarikan kembali pengelolaan wakaf mushallah Al-Ikhlas oleh
wagif serta tinjauan hukum Islam terhadap alasan penarikan kembali
pengelolaan wakaf mushlla Al-Ikhlas. Adapun hasil peneletian menunjukkan
bahwa penarikan kembali pengelolaan wakaf mushallah Al-Ikhlas dikarenakan
beberapa sebab, yaitu partisipasi masyarakat yang kurang terhadap
pengelolaan wakaf serta adanya perbedaan persepsi tentang pengelolaan wakaf
Mushalla.

Kedua, Penguasaan Ahli Waris Terhadap Pengelolaan Tanah Wakaf

Masjid dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang No 41 Tahun 2004

1% Anas Syamsuddin Muzakki, “Penguasaan Ahli Waris Terhadap Pengelolaan Tanah
Wakaf Masjid dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004,
Skripsi pada Jurusan Ahwalus Syakhsiyah, Fakultas Syariah, tahun 2008.
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(Study Kasus di Desa Sambiroto Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto).!!
Dalam penulisan skripsi ini menekankan kepada, factor-faktor penyebab
terjadinya penguasaan ahli waris tehadap pengelolaan tanah wakaf masjid.
Serta membahas tentang Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor
41 Tahun 2004 tentang wakaf tethadap penguasaan ahli waris terhadap
pengelolaan tanah wakaf masjid di Desa Sambiroto, Kecamatan Sooko,
Kabupaten Mojokerto. Adapun hasil penelitian ini adalah, bahwa penyebab
penguasaan ahli waris terhadapa pengelolaan wakaf masjid adalah adanya
tanah milik yang bercampur dengan tanah wakaf, salah satu nazir ada yang
meninggal dunia dan dari faktor sosial dikarenakan salah satu ahli waris ada
yang menjadi pejabat desa yang ingin berkuasa.

Ketiga, Study Komparatif tentang pengelolaan tanah wakaf di
kalangan Nahdhatul Ulama dan Muhamaddiya di Kabupaten Gresik (Telaah
Hukum Islam dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977)."% Penelitian
skripsi ini membahas tentang perbedaan dan persamaan untuk kemudian
dikomparasikan, tentang konsep pengelolaan tanah wakaf di kalangan

Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah, Adapun penelitian ini menyimpulkan

' Titik Murdiyati, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penarikan Kembali Pengelolaan
Wkaf Musla Al-Ikhlas oleh Wagifdi Jemur Wonosari, Wonocolo, Surabaya”, Skripsi pada Jurusan
Ahwalus Syakhsiyah, Fakultas Syariah, tahun 2008.

> rwan Budiana, “Studi Komparatif tentang Pengelolaan Tanah Wakaf di Kalangan
Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Kabupaten Gresik (Telaah Hukum Islam dan Peraturan
Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977)”, Skripsi pada Jurusan Ahwalus Syakhsiyah, Fakultas Syariah,
tahun 2005.
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bahwa, dalam pelaksanaan pengelolaan wakaf Muhammadiyah mendapat
pengawasan langsung dari Pimpinan Pusat Muhammaddiyah. Sedangkan bagi
Nahdhatul Ulama, pengelolaan wakaf dilakukan di daera-daerah tanpa harus
mendapatkan perngawasan dari Pengurus Besar Nahdhatul Ulama’.

Adapun skripsi saya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap
Pengalihan Pengelolaan Wakaf Masjid Basyaruddin Kepada Pemerintah Desa
Di Desa Bogem — Kecamatan Gurah — Kabupaten Kediri” lebih mengarah
kepada Tinjauan Hukum Islam terhadap pengalihan pengelolaan wakaf kepada
Pemerintah Desa dan sebab-sebab terjadinya kasus tersebut.

Selain itu kajian pustaka lainnya juga dilakukan terhadap buku-buku
yang ditulis oleh para ulama’ dan juga para akademisi lainnya teatang wakaf.
Berikut adalah buku-bukunya; Pertama, Al-Figh al-Islamiy wa adillatuhu
karya Wahbah az-Zuhayliy. Kedua, Figh as-Sunnah karya Sayyid Sabiq.
Ketiga, Hukum Wakaf karya Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi. Dan

keempat, Wakaf Produktif karya J aih Mubarak.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:
1. Untuk mengetahui proses terjadinya kasus pengalihan pengelolaan wakaf
masjid Basyaruddin kepada Pemerintah Desa Bogem.
2. Untuk menganalisis tinjauan hukum Islam terhadap pengalihan

pengelolaan wakaf masjid Basyaruddin kepada pemerintah Desa Bogem.



13

F. Kegunaan Penelitian
Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan
berguna, paling tidak mencakup dua aspek:

1. Aspek keilmuan (teoritis), hasil penelitian ini diharapkan dapat
memperluas dan memperkaya ilmu pengetahuan tentang Perwakafan.
Selain itu, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian ilmiah
sekaligus bahan penelitian selanjutnya.

2. Aspek terapan (praktis), yakni dapat digunakan sebagai bahan teori
tambahan dan informasi, khususnya pada masyarakat yang mengalami
problematika pengalihan pengelolaan wakaf. Sekaligus dengan harapan
bahwa dengan adanya penelitian ini hasilnya dapat mempersatvakan
umat Islam.

G. Definisi Operasional
Agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap maksud dari penelitian
ini, maka penulis perlu menjelaskan beberapa istilah dalam subjudul penelitian
ini, diantaranya:

Hukum Islam : Dalam hal ini Hukum Islam yang digunakan adalah
ketentuan-ketentuan Hukum Islam yang terdapat
dalam kitab-kitab hasil rumusan para fugaha yang
didasarkan pada Al Qur’an dan Hadis, dan Hukum

Positif, berupa Undang-undang No 41 Tahun 2004
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tentang Wakaf dan PP Nomor 42 Tahun 2006.
Pengalihan . Yang dimaksud dengan pengalihan pengelolaan di
Pengelolaan sini adalah pengalihan hak nazir dalam mengelola
wakaf Masjid Basyaruddin, dari lingkungan keluarga
wagif kepada Pemerintah Desa, dikarenakan adanya
perselisihan antara putra ahli waris dan tidak
berfungsinya nazir.

Pemerintah Desa : Pejabat/penguasa yang mengurusi administrasi dan

pemerintahan di lingkungan desa/dusun.

Metodelogi Penelitian

Agar penulisan skripsi ini memiliki tingkat pengetahuan yang dapat
dipertanggung jawabkan, maka penulis akan mengemukakan metodologi
penelitian yang digunakan. Penelitian ini merupakan peneltian hukum empiris
atau peneltian hukum sosiologis, atau bisa disebut juga dengan penlitian
lapangan. Hal ini dikarenakan dalam peneltian ini bertitik tolak dari data
primer yang diperoleh langsung dari masyarakat.l3 Karena dalam penelitian ini
untuk mengukur seberapa besar hukum tersebut berpengaruh dalam
masyarakat, yaitu mengukur seberapa besar kesadaran masyarakat Desa

Bogem dalam menyadari dan melaksanakan hukum tentang wakaf.

16.

13 Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996),
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Berikut ini adalah penjabaran tentang metode penelitian yang penulis
gunakan dalam penelitian ini:
1. Data yang Dihimpun
Adapun data yang dapat dihimpun dalam penelitian ini adalah sebagai
berikut:

a. Data tentang pengalihan wakaf masjid Basyaruddin meliputi: faktor-
faktor terjadinya pengalihan pengelolaan masjid, data tentag wagif
masjid Basyaruddin, data tentang nazir masjid Basyaruddin, dan hal
lainnya terkait pelaksanaan pengalihan pengelolaan wakaf.

b. Data tentang tinjauan pelaksanaan pengalihan pengelolaan wakaf
menurut hukum Islam, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dan PP
Nomor 42 Tahun 2006

2. Sumber Data
Adapun yang dimaksud sumber data dalam penelitian adalah dari
mana data diperoleh.'* Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
bersumber dari wawacara dengan pihak-pihak terkait, ahli waris, nazir, dan

Pemerintah Desa dan sumber-suber kepustakaan.

Oleh karena itu, penelitian ini memeliki sumber data sebagai
berikut:

a. Sumber primer

' Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Rineka
Cipta, Cet 13, 2006), 129.
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Adapun yang dimaksud dengan sumber primer adalah sumber data
yang didapat langsung dari sumber utama melalui penelitian.'”’ Sumber
primer dalam penelitian ini antara lain:

1) Keterangan keluarga ahli waris, n4zir dan Pemerintah Desa.
2) Keterangan dari para tokoh masyarakat setempat.
3) Berkas-berkas hasil musyawarah Desa yang berkaitan dengan
kasus pengalihan pengelolaan wakaf Masjid Basyaruddin.
b. Sumber sekunder

Sumber sekunder adalah sumber data yang diperoleh dalam bentuk
yang sudah jadi, bukan dari sumber pengarangnya langsung (data
pendukung).'® Di antara data yang dijadikan sumber data sekunder adalah:

1) Kompilasi Hukum Islam (KHI)

2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

3) Peraturan Pemerintah Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006.

4) Al-Figh al-Islamiy wa adillatuhiu karya Wahbah az-Zuhayliy

5) Figh as-Sunnah Jilid 11 karya Sayyid Sabiq

6) Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al Muqtasid karya Ibnu Rusyd

7) Figih Lima Mazhab karya Muhammad Jawad Mughniyah

15 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Penerbit Universitas
Indonesia, 2007), 12.

° J. Supranto, Metode Penelitian Hukum dan Statistik, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2003),
2.
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8) Serta bahan-bahan lain yang memiliki keterkaitan dengan
pembahasan.
3. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini
adalah:

a. Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data yang tidak langsung
ditujukan pada subyek penelitian, namun melalui dokumen.!’
Penggalian data ini menelaah dokumen Desa yang berkaitan
musyawarah Desa terhadap pengalihan pengelolaan wakaf Masjid
Basyaruddin.

b. Interview (wawancara), adalah bentuk komunikasi antara dua orang,
melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari
seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seorang lainnya
dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan tujuan
tertentu.’® Dalam hal ini wawancara dilakukan kepada putra ahli
waris, nazir, Perangkat Desa, dan para pihak yang berkaitan.

C. Telaah pustaks, yaitu dengan mempelajari buku-buku terkait
permasalahan yang dapat digunakan sebagai landasan teoritis

terhadap permasalahan yang dibahas.

7M. Igbal Hasan, Metodologi Penelitian dan Aplikasinya, (Bogor: Gia Indonesia, 2002),
87.

18 Deddy Mulyana, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT Remaja Rosdakarya,
Cet. IV, 2004), 180.
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4. Teknik Pengolahan Data
Setelah semua data yang diperlukan terkumpulkan, maka penulis
menggunakan teknik berikut ini untuk mengolah data:

a. Editing, yaitu kegiatan memeriksa atau meneliti data yang telah
diperoleh untuk menjamin apakah data tersebut dapat
dipertanggungjawabkan kebenarannya atau tidak.' Penulis meneliti
data-data yang berasal dari Pemerintah Desa dan KUA Kecamatan
yang dapat digunakan untuk mendukung pembahasan tulisan ini.

b. Organizing yaitu mengatur dan menyusun bagian (orang dan
sebagainya) sehingga seluruhnya menjadi suatu kesatuan yang
teratur.”® Setelah data diteliti kemudian penulis menyusun bahan
dalam bagian-bagian yang sistematis, di mana bahan dikategorikan
dalam faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya pengalihan
pengelolaan wakaf Masjid Basyaruddin.

5. Teknik Analisis Data
Untuk memudahkan penulis dalam membahas skripsi ini, maka penulis
menggunakan teknik deskriptif analisis yaitu teknik analisis dengan

menjelaskan atau menggambarkan secara sistematis semua fakta aktual yang

¥ M. Syamsudin, Operasionalisasi Penelitian Hukum, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,
2007), 121.

» Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesis, (Jakarta: Balai
Pustaka, Edisi III, 2005), 803.
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diketahui, kemudian dianalisis dan ditarik sebuah kesimpulan, schingga dapat
memberikan sebuah pemahaman yang konkrit.?!

Dalam penelitian ini penulis berusaha mengemukakan kasus yang
terjadi, kemudian dianalisis dengan teori atau dalil yang bersifat umum
tentang perwakafan menurut hukum Islam dan hukum Positif,

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini dipaparkan untuk mempermudah
penulisan dan pemahaman. Oleh karena itu, skripsi ini disusun dalam
beberapa bab, pada tiap-tiap bab terdiri dari beberapa sub bab, sehingga
pembaca dapat dengan mudah memahaminya. Adapun sistematika
penulisannya adalah:

Bab pertama adalah pendahuluan yang berisi tentang latar belakang
masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan
penelitian, definisi operasional, metode penelitian (meliputi data yang
dikumpulkan, sumber data, teknik pengolahan data, teknik pengumpulan
data, dan teknik analisis data) dan sistematika pembahasan.

Bab kedua adalah landasan teori secara umum mengenai perwakafan
menurut hukum Islam dan perwakafan menurut hukum positif.

Bab ketiga adalah deskripsi hasil penelitian dengan judul “Tinjauan

Hukum Islam Terhadap Pengalihan Pengelolaan Wakaf Masjid Basyaruddin

I Moh. Nazir, Metode Penelitian, (Jakarta: Gia Indonesia, 1993), 63.
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Kepada Pemerintah Desa Di Desa Bogem-Kecamatan Gurah-Kabupaten
Kediri” yang meliputi Keadaan Desa Bogem, Asal-Usul Wakaf Masjid
Basyaruddin, Dan Deskripsi Pengalihan Pengelolaan Wakaf Kepada
Pemerintah Desa.

Bab keempat adalah tinjavan hukum Islam dan hukum positif
terhadap pengalihan pengelolaan wakaf Masjid Basyaruddin kepada
Pemerintah Desa.

Bab kelima yang merupakan bab terakhir berisi tentang kesimpulan

hasil penelitian dan saran yang diberikan oleh penulis.



